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PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPI NSI JAWA Tl MUR

NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PRCPI NSI JAWA Tl MUR

TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAVWA TI MUR

. bahwa dal am rangka nenberi kan | andasan dan pedoman

bagi penyel enggaraan peneri nt ahan, pengel ol aan
penbangunan dan peni ngkatan pelayanan nasyar akat,
maka di perl ukan konsepsi penyel enggar aan
peneri nt ahan dan penbangunan daer ah yang

berdasarkan pada prinsip-prinsip penyel enggaraan
otonom daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar
Penbangunan Daer ah ;

. bahwa ber dasar kan pertinbangan sebagai mana di naksud

dal am huruf a, dan Undang - Undang Nonor 22 Tahun
1999 tentang Penerintahan Daerah, dipandang perlu
menuangkan dal am suatu Peraturan Daerah ;

. Undang- Undang Nonor 2 Tahun 1950 t ent ang

Penbent ukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-
undang Nonor 18 Tahun 1950 tentang nengadakan
perubahan dal am Undang-undang Tahun 1950 Nonor 2
dari hal Penmbentukan Propinsi Jawa Tinur (Lenbaran
Negara Tahun 1950 Nonor 32) ;

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata

Ruang (Lenmbaran Negara Tahun 1992 Nonmor 115
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3501) ;

. Undang- undang Nonor 22 Tahun 1999 t ent ang

Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999
Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3839) ;

. Keputusan Presiden Republik |Indonesia Nonor 44

Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Per undang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Per at ur an Peneri nt ah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lenbaran Negara Tahun
1999 Normor 70) ;

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa

Ti mur Nonor 4 Tahun 1996 tentang Tata Ruang W/ ayah
Pr opi nsi Daerah  Ti ngkat I Jawa  Ti nmur Tahun



Menet apkan

1997/ 1998-2011/ 2012 (Lenbaran Daerah Tahun 1998
Nonmor 4 Seri D).

Dengan Per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH PROPI NSI JAWA TI MUR
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMJR TENTANG POLA
DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI  JAWA TIMJR TAHUN
2001 - 2005.

Pasal 1

Dal am Per at uran Daerah ini yang di naksud dengan :

a. GBHN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang
di t et apkan dal am Ketetapan Myjelis Pernusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nonor : |V/ MPR/ 1999 ;

b. Pemerintah Propinsi, adalah Penerintah Propinsi
Jawa Ti mur ;

c. Qubernur, adal ah Gubernur Jawa Tinur ;

DPRD, adal ah Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah
Propi nsi Jawa Ti mur ;

e. Daerah Kabupaten/Kota, adalah Kabupaten/Kota di
Jawa Ti mur.

Pasal 2

Pol a Dasar Penbangunan Daerah adal ah nerupakan pedonan
umum dengan si stimati ka sebagai beri kut

B AB | Pendahul uan
B AB I Kondi si  umum
B AB Il Vi si dan M si
BAB IV Ar ah Kebi j akan
B AB V Kai dah Pel aksanaan
BAB Vi Penut up

Pasal 3

(1) Pol a Dasar Penbangunan Daerah di maksud dal am Pasal
2 adal ah hasil penjabaran dari Garis-garis Besar
Hal uan Negara dengan nenperhati kan peranserta
masyar akat, penerataan dan keadilan serta potensi
dan keanekaraganman daerah yang nerupakan Garais-
garis Besar Kebijaksanaan dan strategi Penbangunan
Daer ah, tanpa nenbedakan penbi ayaannya ;

(2)Materi beserta wuraian secara rinci Pola Dasar
Pembangunan Daerah ini menuat dala Lanpiran yang
mer upakan bagi an tidak terpisahkan dari Peraturan
Daer ah ini.

Pasal 4



Quber nur Kepal a Daerah berkewaji ban nel aksanakan Pol a
Dasar Penbangunan Daer ah.

Pasal 5

Dengan ber| akunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daer ah Propi nsi Daerah Tingkat | Jawa Tinmur Nonor 4
Tahun 1998 tentang Pola Dasar Penbangunan Daerah
Propi nsi Daerah Tingkat | Jawa Ti mur Tahun 1999/ 2000 -
2003/ 2004, dinyat akan di cabut.

Pasal 6
(1) Peraturan Daerah ini nulai berlaku pada tanggal
di undangkan ;
(2) Pel aksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara
efektif tanggal 1 Januari 2001
Agar setiap orang dapat nengetahui, menerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatannya
dal am Lenbar an Daerah Propinsi Jawa Ti nur.

Di t et apkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Nopenber 2000

GUBERNUR JAWA TI MUR
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPI NSI JAWA Tl MUR
NOMOR @ 26 TAHUN 2000

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PRCPI NSI JAWA Tl MUR
TAHUN 2001 - 2005

PENJELASAN UMUM

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu
bagi an yang nerupakan Pasal - pasal Peraturan Daerah dan bagi an yang
menuat materi Pola Dasar Penbangunan Daerah yang nerupakan Lanpiran
dari  Peraturan Daerah. Pola Dasar Penbangunan Daerah disusun
ber | andaskan Ket et apanMpj el i s Per musyawar at an Rakyat Republ i k
I ndonesia Nomor : |V/MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara dengan nenperhati kan peranserta nasyaraka, penerataan dab
keadi | an serta potensi dan keanekaragaman daer ah

Pol a Dasar Penbangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk
di j adi kan Pedoman dan Landasan bagi Penyusunan Program Program
Penbangunan Daerah unt uk kurun waktu 2001 sanpai dengan tahun 2005.

Sebutan Pola Dasar Penbangunan Daerah di dalam Peraturan
Daerah ini mengacu pada Surat Menteri Dal am Negeri tanggal 28 Apri
2000 Nonor 050/829/11/Bangda perihal Pedonman Penyusunan Pol a Dasar
Penbangunan Daerah 2000- 2005 yang dal am gari s besarnya nermuat nmaksud
dan tujuan, kondisi umum visi dan nmisi, serta arah kebijakan

Penbangunan Daerah adal ah penbangunan yang dil aksanakan di daerah
yang nencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling
menunj ang dan nel engkapi untuk sebesar-besar kenmaknuran rakyat di
daer ah.

Penbangunan Daerah Jawa Tinmur dalam hubungan ini nmeliputi senua
kegi atan penbangunan yang diselenggarakan di Jawa Tinur tanpa
nmenper soal kan sunber penbi ayaannya.

Pol a Dasar Penbangunan Daerah Tahun 2001-2005 ini rmencerm nkan
aspirasi rakyat Jawa Ti nur didal am mendukung Penbangunan Nasi onal .

Penet apan Pola Dasar Penbangunan Daerah dengan Peraturan
Daerah antara | ain akan nmenbawa konsekwensi sebagai beri kut

Aparat Penerintah di daerah berkewajiban nenjadikan Pola Dasar
Penbangunan Daerah sebagai Pedoman dan dasar koordinasi, dalam
nel aksanakan program program Penbangunan Daer ah

Mengi kat rakyat dan masyarakat Jawa Tinur untuk secara bersama-samm
berpartisipasi serta turut bertanggung jawab dalam pel aksanaan
Penbangunan Daer ah.

Ber fungsi sebagai pernyataan dan Keputusan Politik yang nerupakan
kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan rakyat Jawa Tinur tentang
dasar - dasar penbangunan.

. PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 . Sistimati ka sebagaimana tersebut dalam pasal 2
ayat (2), diuraikan |ebih |anjut secara rinci
dal am Lanpi ran Peraturan Daerah yang nerupakan

penj abar an | ebi h konkri t dari Pol a Dasar



Penbangunan Daer ah.

Pasal 4 sanpai : Cukup jelas
dengan 6



